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Sejak Indonesia mengena dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga
termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada
konsep onwetmatige daad. Sekitar tahun 2010, ditemukan bahwa perbuatan tidak memenuhi isi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran uang pengganti pada kasus tindak
pidana korupsi dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal putusan bukan sumber hukum
utama bagi negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. oleh karenaitu dalam penulisan
ini akan coba dibahas |ebih lanjut mengenai pengaturan pengajuan gugatan berdasar Pasal 1365
KUHPerdata, khususnya dalam hal tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
terkait pemenuhan pembayaran uang pengganti.

<hr><i>Since Indonesia has known and enforced the concept of tort, an act regarded as tort is not only
actions contrary to the law, but an act that violates the principles of propriety, the principles of thoroughness
and cautionary principle also included in tort. Thisis due to the fact that the onrechtmatige daad concept is
wider than onwetmatige daad concept. Around 2010, it was found that the act of not fulfilling the decision
of court which has binding power associated for compensatory money in cases of corruption becomes the
basis of atort lawsuit, where the problem is that court verdict is not amain legal source for countries which
adopt civil law such as Indonesia. Therefore, this paper will try to discuss more on regulation regarding
lawsuit filing pursuant to Article 1365 Civil Code, particularly in terms of not implementing court decisions
with binding power related to the fulfillment of payment of compensation.</i>
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